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Pendahuluan
Media sosial merupakan sebuah platform dengan fitur-fitur yang memungkinkan

penggunanya (dalam hal ini masyarakat) melakukan aktivitas sosial. Media sosial juga
dapat diartikan sebagai platform digital yang memungkinkan penggunanya saling
berinteraksi dan berbagi konten. Media sosial adalah media yang menggunakan Internet
dan teknologi web untuk memperluas interaksi sosial antar manusia. Oleh karena itu, media
sosial berperan penting dalam memungkinkan kita berinteraksi, berbagi informasi, dan
memperluas jaringan sosial kita di Internet. Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi saat ini sudah tidak bisa lagi dihentikan dan dapat dipastikan akan memberikan
dampak yang sangat beragam pada seluruh aspek kehidupan, termasuk dukungan terhadap
Indonesia dan kemungkinan bangkitnya jurnalisme warga di seluruh dunia. Jurnalisme
warga sebagai salah satu genre baru ilmu jurnalistik dimungkinkan berkat teknologi
informasi dan komunikasi berupa Internet yang memungkinkan kita menampilkan weblog
(biasa disingkat blog) yaitu sejenis situs web yang berisi teks, catatan, video, dll. Lalu telah
muncul juga seperti (Audio, komentar, atau informasi tentang topik tertentu, seperti politik,
berita lokal, hobi, atau cerita sehari-hari).
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Pendahuluan
Masyarakat demokratis bukan sekedar bentuk pemerintahan namun juga ekosistem yang

menumbuhkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan.
Demokrasi tidak hanya bersifat representatif namun demokrasi mengacu pada gagasan,
bahwa demokrasi tidak terbatas pada sistem perwakilan yaitu dimana rakyat memilih
wakilnya dalam pemerintahan termasuk partisipasi langsung warga negara dan keterlibatan
rakyat dalam menyampaikan pendapat, dan memiliki akses yang sama terhadap informasi.
Media sosial sebagai bentuk baru ruang publik digital yang telah berkembang menjadi
sarana yang membentuk dinamika demokrasi modern. Dalam konteks praktik jurnalisme
warga di Indonesia, pemahaman mendalam mengenai keterkaitan antara Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers
menjadi sangat penting dalam perspektif demokrasi. Yang penting adalah reformasi hukum
mempertimbangkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
publik tanpa rasa takut akan penindasan.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Rumusan masalah : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers (UU Pers) yang mengatur kebebasan pers di Indonesia merupakan landasan hukum yang

relevan memahami kedudukan kehadiran media sosial dalam membangun masyarakat demokratis untuk

mengetahui peran media sosial dalam pembentukan masyarakat demokratis. Dengan melakukan analisis

mendalam terhadap dampak positif dan negatif yang mungkin muncul, penelitian ini akan mengeksplorasi

permasalahan yang berkaitan dengan peran media sosial dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi di dalam

masyarakat kontemporer. Sehingga penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi

media sosial dalam upaya membangun masyarakat demokratis dan menganalisis cara-cara untuk mengatasi

permasalahan tersebut.

Pertanyaan penelitian :

1. Apakah media sosial dapat di posisikan sebagai instrumen demokrasi di Indonesia?
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Metode
Penelitian ini akan menggunakan metode Yuridis Normatif untuk mengkaji
Kedudukan Media Sosial Sebagai Instrumen Demokrasi Di Indonesia dengan
fokus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers (UU Pers) merupakan undang-undang utama yang mengatur kebebasan
pers di Indonesia dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari jurnal
dan media sosial sebagai sumber informasi utama yang mendukung diskusi
penelitian. Selain itu, penelitian ini akan menyoroti tantangan yang dihadapi
media sosial, mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik
aktual. Analisis normatif juga akan memberikan pandangan mendalam terkait
penguatan regulasi yang diperlukan untuk mengakomodasi peran media sosial
dalam membangun masyarakat demokratis di Indonesia.
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Hasil dan Pembahasan
1. Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Media sosial dapat diposisikan sebagai independensi pers dijamin sebagai pilar demokrasi keempat, bersama
dengan tiga pilar demokrasi lainnya: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan keberadaannya diakui dalam UUD 
1945. Pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia karena berfungsi sebagai alat komunikasi massa yang 
memungkinkan masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang apa yang terjadi, Memungkinkan masyarakat
untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan mengumpulkan informasi dan opini, serta membangun
masyarakat demokratis yang lebih baik. Sementara itu di era digital ini media sosial sebenarnya telah
menciptakan demokrasi baru dengan protes yang sampai ke telinga pemerintah tanpa banyak usaha. Namun, 
pemerintah setidaknya harus menyediakan ruang dan fasilitas khusus agar seluruh lapisan masyarakat bisa leluasa
mengutarakan pendapatnya. Karena tidak semua orang memahami media sosial, apalagi mereka yang tidak
paham secara teknis. Artinya, media sosial tidak bisa menjadi solusi utama untuk memediasi protes atau
melaksanakan proses demokrasi bagi banyak kelompok di masyarakat.
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Hasil dan Pembahasan
2. Kedudukan Sosial Media Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia

Kehadiran internet dan media sosial yang muncul sejak saat itu dapat memberikan akses terhadap terbentuknya 
ruang-ruang sipil yang dapat menjadi forum terciptanya demokrasi khususnya di negara-negara otoriter, Sebab 
sebagian besar kasus penggulingan kekuasaan terjadi di sana. Proses demokratisasi dibentuk oleh kehadiran pers 
yang independen dan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, media sosial dapat berperan penting sebagai agen 
perubahan.

Kedudukan media sosial sebagai pilar demokrasi memiliki banyak fungsi yang sangat penting, seperti sebagai

sarana komunikasi dan di Indonesia sebagai wadah penyampaian aspirasi maupun mengkritik pemerintah. Media

sosial telah menjadi alat penting yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia untuk memengaruhi cara

kita berinteraksi dan berkomunikasi di era digital.
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a. Pilar Demokrasi Di Indonesia

Dalam pengertian modern, demokrasi dirumuskan sebagai suatu sistem politik atau pemerintahan dengan pola hubungan
kekuasaan yang ditentukan dan dikendalikan oleh rakyat. Konsep demokrasi memainkan peran sentral dalam memahami
dinamika politik, hukum, dan sosial masyarakat. Konsep tersebut mencakup instrumen dan pilar yang mendukung partisipasi
masyarakat, perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas pemerintah.

Pilar Demokrasi menggambarkan pentingnya instrumen kelembagaan dan infrastruktur yang mendukung sistem politik

demokrasi. Instrumen demokrasi seperti pemilu, partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan media independen. Misalnya,

pemilu memungkinkan warga negara memilih wakil pemerintahnya, sedangkan kebebasan berpendapat memberikan hak

kepada individu untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa hambatan. Sementara itu, pilar-pilar demokrasi seperti

berfungsinya institusi pemerintah, masyarakat sipil yang kuat, perlindungan hak asasi manusia dan kebijakan publik yang

transparan merupakan landasan kelembagaan yang mendukung prinsip demokrasi. Organ-organ fungsional pemerintahan,

termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan hokum.
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b. Sosial Media Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia

Media sosial berperan penting dalam membangun masyarakat demokratis di Indonesia. Dalam analisis normatif terhadap
ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi langkah awal dalam analisis ini. Pasal 1
UU Pers No 40 Tahun 1999 mendefinisikan organisasi berita sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang
menyelenggarakan kegiatan jurnalistik, meliputi pencarian, perolehan, penguasaan, penyimpanan, pengolahan dan
penyampaian informasi. Pasal 2 UU Pers No 40 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan wujud
kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, kebebasan pers
pada UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, memungkinkan media sosial beroperasi secara bebas dan tidak tunduk pada sensor
atau pelarangan penyiaran.

Media sosial dapat diposisikan sebagai pilar demokrasi di Indonesia karena berfungsi sebagai alat komunikasi massa
yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan mengumpulkan informasi
dan opini, serta membangun masyarakat demokratis yang lebih baik. Tidak hanya memberikan pemahaman terhadap
berbagai permasalahan politik nasional namun juga menjadi media penyampaian kepentingan rakyat kepada para
politisi dan wakil rakyat.
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Kesimpulan
Media sosial telah menjadi pilar utama dalam memperkuat demokrasi

Indonesia memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif.
Kehadirannya memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan mudah,
menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang, menyediakan
platform untuk debat publik hingga mengkritik pemerintah. Media sosial
mempunyai berbagai tantangan, namun regulasi yang tepat melalui UU ITE dan
UU Pers akan meminimalkan dampak negatifnya dan memastikan bahwa media
sosial terus memberikan kontribusi positif terhadap demokrasi Indonesia.
Memaksimalkan manfaat media sosial, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi
serta prinsip keadilan dan transparansi, memerlukan kerja sama antara
pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat.
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